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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran
daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012
Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
2016 Nomor 10);

a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai
Penuh Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Sungai
Penuh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2023;

b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2023, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun
Rencana Kerja (Renja) dan menetapkan Rencana Kerja dengan Keputusan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tentang
Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023;

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 8001 Kep. IBKPSDM/2022

Email: Setko@sungaipenuhkota.go.idWebsite: http//www.sungaipenuhkota.go.id

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Gajah Mada Nomor 01 Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh

Telp. (0748)323454 Faximile.(0748)323454
SUNGAI PENUH 37112

Mengingat

Menimbang



Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat
BABI :PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V : PENUTUP

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk
meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran
daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan
periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan;

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA
SKPD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor
56);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor
9);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran
daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai
Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);

13. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;

14. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.217/2021 tentang
Standar Biaya Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
Anggaran 2022;

15. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.218/2021 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran
2022.

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh ( sebagai laporan )
2. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Kepala 8appeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
5. Arsip

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
P ANGAN SUMBER DAVA MANUSIAona. 8 I PENUH,

L

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal Juli 2022

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

KELIMA

LAMPIRAN:
I. Tabel Renja 2023 Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai RKPD 2023.
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2022Sungai Penuh,

Semogadengan telah tersusunnya Renja SKPDini harapan tercapainya
pembangunan yang efektif dan efisien khususnya sektor Kepegawaian dan
PengembanganSumber DayaManusia/Aparatur. Akhir kata, kami megucapkan
terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
Rencana Kerja Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KotaSungai Penuh Tahun 2023.

Perencanaan merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai
pembangunan yang efektifdan efisien.Perencanaan yang baik dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan tujuanj'hasil yang ingin

dicapai. Rencana Ketja (Renja - SKPD)merupakan salah satu proses dalam
perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan Undang - Undang.
Renja - SKPD ini memuat programZkegiatan prioritas, arah dan kebijakan
pembangunan, tujuan dan sasaran yang dicapai hingga kebijakan pendanaan
serta permasalahan yang akan dihadapi.

Perwujudan konsep pembangunan sektor Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur yang efektif dan efisien
menemui banyak tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan
lingkungan strategis yang dinamis, perubahan kondisi sosial politik dan
keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan proses penyusunan konsep

pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat AllahSWTkarena atas Karunia

dan Ridha-NyaRancangan AwalRencana Kerja (Renja)BKPSDMTahun 2023
telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu
tahunan inimenjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraanprogram dan
kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya

ManusiaKotaSungai Penuh Tahun 2023.

KATAPENGANTAR
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Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan dibidang birokrasi
kepegawaian antara lain menetapkan kebijakan Pemantapan Kelembagaan dan

ketatausahaan, pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian,

pengembangan sistem dan manajemen diklat, pengembangan sarana dan

prasarana, pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi,
Pendayagunaan pembiayaan.

Sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah

banyak berperan dalam pencapaian sasaran pembangunan serta pertumbuhan

perekonomian Kota Sungai Penuh pada tahun-tahun sebelumnya, namun demikian

peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lingkungan internal

maupun eksternal, BKPSDM selalu melakukan perubahan-perubahan (menambah,

mengurangi, dan/atau memodifikasi) terhadap alur tata laksana yang berjalan saat

ini. Alur tata laksana yang efektif dan efisien merupakan tantangan besar karena

perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan setiap elemen yang ada di

BKPSDM Kota Sungai Penuh.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit

organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan

pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada

kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu

pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu

dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja

tahunan. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang dirumuskan dalam Renja tersebut disusun berdasarkan pendekatan

kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan

yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1. Latar Belakang
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Budaya : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang

beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina

menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di

Propinsi Jambi.

Religius : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh di harapkan memiliki tingkat

pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga

tercermin dalam pola pikir, bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai

pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Ekonomi Kerakyatan yang mandiri : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan

berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan

menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta

menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak

balk secara fisik maupun non fisiko

Pendidikan : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat

pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf

Internasional sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang

berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan

berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Agenda pembangunan Kepepegawaian diarahkan pada perwujudan Pelaksanaan

VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu 2021-2026:

"TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MENJADI KOTA PENDIDIKAN, BERBASIS
EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI, MASYARAKAT YAN.G RELIGIUS,
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN SLOGAN "MAJU DAN BERKEADILAN".
Dengan perincian sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh mempunyai kewenangan tentang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumner Daya Manusia Kota Sungai Penuh,

penyusunan program dan tugas lainnya yang diserahkan Kepala daerah di Bidang

Kepegawaian yang dituangkan dalam RENCANA KERJA TAHUNAN untuk 1 (Satu )

tahun kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Pemerintah Kota Sungai

Penuh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, bahwa

kedudukan BKPSDM adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan

unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang di pimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian.
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3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebtjakan pemerintah daerah di bidang

kepegawaian daerah;

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan (Diklat);

Langkah-Iangkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,

BKPSDM Kota Sungai Penuh melaksanakan misi kedua Walikota Sungai Penuh yaitu

meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan

budaya;

2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan
bebas KKN;

3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi

daerah;

4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana

dasar Permukiman;

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup;

7. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi

adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka

mewujudkan visi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,

BKPSDM Kota Sungai Penuh berperan dalam meningkatkan "SEJAHTERA" Pemerintah

Kota Sungai Penuh melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan

administrasi kepe.gawaian dan penegakan peraturan aparatur sehingga aparatur dapat

bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh Memiliki rata-rata tingkat

pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan

yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tentram.
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1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 - 2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di

Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 8adan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Oaya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 berlandaskan pada :

1.2. Landasan Hukum

Visi yang ingin dicapai tersebut diatas tentu saja berpedoman pada tujuan,

sasaran yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang disusun untuk 1 (satu)

tahun kedepan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan berisikan program dan kegiatan

yang merupakan wujud dari pencapaian target pembangunan sektor kepegawaian sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

10. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kepegawaian daerah yang

diberikan oleh Walikota.

9. Penyiapan, pengkoordinasian, penyelenggaraan serta pengembangan diklat pegawai

(Struktural, fungsional dan teknis substantif)

8. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi

pegawai yang berprestasi dan memasuki masa pensiun serta pemberian hukuman

bagi pegawai yang indisipliner;

7. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengembangan karier pegawai;

6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan

kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat,

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan

peru ndang-u ndangan;

5. Penyusunan program dan rencana kerja bidang kepegawaian daerah yang meliputi

manajemen kepegawaian, sistem informasi kepegawaian serta penyelenggaraan dan

pengembangan diklat;

4. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah yang

meliputi pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan administrasi

kepegawaian dan penyelenggaraan diklat pegawai;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor; 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010 - 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, PengendaHandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun. 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi

Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
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16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

19. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 8adan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota

Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan 8elanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi

Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

(8erita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

(8erita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);

24. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

25. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.217/2021 tentang Standar 8iaya

Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;

26. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.218/2021 tentang Standar Satuan

Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
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BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021
Memuat p elaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan
SKPD, lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan

Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan
dokumen Renja.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABI

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Sungai Penuh Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra dan Hasil

Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

b. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan

yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota serta indikator kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota yang akan

diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

e. Menjadi acuan program dan kegiatan bagi Bidang dan Seksi lingkup Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

Maksud dari penyusunan Rencana Tahunan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 adalah untuk

memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator

kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan

langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

untuk satu tahun mendatang. Secara Khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1.3. Maksud Dan Tujuan
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BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja

Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan SKPD yang sesuai dengan

RPJMD 2021-2026 dan Renstra SKPD 2021-2026.

BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan REnja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
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1. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai pelayan masyarakat;

2. Meningkatnya kuaHtasdan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan.

Dari capaian tersebut terdapat dua indikator penting sebagai tolok ukur dari

keberhasilan tersebut, yaitu:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai

Penuh Tahun 2021 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang

sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja,

maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber

data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja

sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 84,90 % yang dihitung berdasarkan

persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai

Penuh telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari

37 (Tiga Puluh Tujuh) sub kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum telah telah

mencapai target kinerja yang diharapkan namun masih terdapat beberapa kegiatan yang

belum mencapai target yang diinginkan dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaanya hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi

(peraturan).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai

Penuh Tahun Anggaran 2021 mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan

yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50

Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai

Penuh Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 50);

Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya.

Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah

dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian

indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan

pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja

kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
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II. Program Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah bertujuan untuk Meningkatkan
pelayanan adrninistrasi kepegawaian secara prosedural, transparan, akuntabel,

objektif, cepat dan tepat waktu. Program Kepegawaian Daerah merupakan inti

pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen

kepegawaian di Kota Sungai Penuh. Program ini bertujuan membangun sistem

pembinaan PNS yang komprehensif dan membangun sistem pola karir PNS yang

terstruktur. Untuk mencapai sasaran program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan 12 (dua belas) sub kegiatan. Dana

yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Kepegawaian Daerah adalah

sebesar Rp. 1.539.031.850,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Pu/uh Sembi/an Juta Tiga

Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.067.920.502,­

(Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembi/an Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua

Rupiah) dengan persentase realisasi keuangan sebesar 69,39 %. Hal ini disebabkan

Program pelayanan admmistrasi perkantoran merupakan program rutin yang

dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

22 (dua puluh dua) sub kegiatan termasuk belanja penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN. Anggaran Program ini sebesar Rp. 5.739.847.408,- (Lima Milyar Tujuh Ratus

Tiga Puluh SembiIan Juta Oe/apan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus

De/apan Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.328.651.200 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua

Puluh De/apan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau

realisasi keuangan sebesar 75,41 % hal ini disebabkan terlalu besarnya standar

komponen biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam sub kegiatan. Adapun upaya

mengatasi permasalah tersebut dengan dilakukan usulan untuk penyempurnaan

standar komponen perjalanan dinas untuk tahun anggaran berikutnya. Indikator kinerja

yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh oi Tahun 2021 melaksanakan

3 Program 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja

sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 84,90 % yang dihitung berdasarkan

persentase rata-rata capaian kinerja sasaran program/kegiatan, walaupun rata-rata

namun dalam pelaksanaannya rnasih terdapat berbagai macam kendala serta hambatan

sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini:
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III. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya

manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil dalam mendukung terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Pada tahun 2021 Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh

dibebankan target pada program Pengembangan Sumber Daya Aparatur berdasarkan

RPJMD Kota Sungai Penuh yaitu Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 100 %, Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional 82 % dan

Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis setiap tahunnya 75 %.

Untuk program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 1.535.268.300,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta

Dua Ratus Enam Puluh De/apan Ribu Tiga Ratus Rupiah) realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.476.232.564,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga

Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau realisasi keuangan 96,15

%, realisasi kinerja sebesar 100%.

adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan seleksi

CPN8 dan PPPK. Seleksi penerimaan CPN8 tidak dapat dilaksanakan pada tahun

anggaran 2021 sehingga ada beberapa rekening anggaran tidak bisa tereallsasi.

Begitupun dengan seleksi penerimaan PPPK tidak bisa dilaksankan, karena

pengganggaran penggajian dan pemberian tunjangan PPPK dibebankan kepada

APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh dirnana Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak

punya anggaran untuk itu.
Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Sungai Penuh dibebankan indikator dan target pada program

Kepegawaian Daerah berdasarkan Dokumen Anggaran Kota Sungai Penuh yaitu

indikator Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian target A,

menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS 3/1000 ASN, Persentase Aparatur

pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya 80 %, Persentase penyelesaiain

administrasi kepegawaian yang tepat waktu 100 %, Persentase SDM yang memenuhi

standar kompetensi jabatan 97 %, persentase tingkat Pendidikan aparatur yang

berpendidikan S1, S2, 83 67, 85 ASN dan persentase updating data kepegawaian 95

%.
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1) Jumlah selesainya SK Pensiun sesuai peraturan.

Dengan adanya perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan,

mengakibatkan Satas Usia Pensiun (SUP) diperpanjang.

2) Masih kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian;

3) Masih banyaknya pejabat sturuktural yang belum mengikuti diklat

kepemimpinan;

4) Masih banyaknya pejabat fungsionat yang betum mengikuti diktat teknis;

5) Kondisi pegawai negeri sipil masih kurang sesuai dengan formasi yang ada

baik secara kuantitas maupun kualitas.

6) Mahalnya biasa assesment untuk menempatkan pejabat dalam JPTP dan

banyaknya pihak yang telibat seperti KASN, Kemendagri dan lain

sebagainya. Hal ini ditambah dengan belum adanya standar kompetensi

jabatan untuk pejabat administrator dan fungsional sehingga pengangkatan

pns dalam jabatan tersebut hanya dapat dipertimbanqkan dengan

memperhatikan hasil rapat Tim Penilai Kinerja. Disamping itu masih

terdapatnya jabatan lowong di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh

yang dikarenakan PNS daerah Kota Sungai Penuh yang dapat

dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tersebut belum memenuhi

persyaratan kepegawaian sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

a. Permasalahan

Pelayanan bidang kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil tampak berhasil jika

didukung oleh :

1) Kuantitas dan kualitas pegawai

2) Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi

3) Sarana dan Prasarana Pendukung untuk pelaksanaan tugas

4) Memiliki Kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing.

1. Permasalahan dan Solusi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus

dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas

kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum

penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan

indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci

yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD.
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b. Pemecahan Masalah I Solusi

a) Kegiatan Jangka Pendek

1) Tercapainya pelayanan administrasi pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG

dan BAPERTARUM dengan tepat waktu;

2) Mengadakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah terhadap PNS

Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan SOP;

3) Menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat secara langsung kepada

unit pegawai yang bersangkutan;

4) Pemberian reward I penghargaan terhadap PNS, salah satunya

pengajuan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari presiden;

5) Mengadakan pengangkatan CPNS dan atau seleksi penerimaaan CPNS

Kota Sungai Penuh.

6) Penghematan pada anggaran Assesment dengan melibatkan sumber

pembiayaan dari SKPD terkait;

b) Kegiatan Jangka Panjang

1) Perlu adanya penambahan anggaran kegiatan mengingat banyaknya

output kegiatan yang harus dicapai;

2) Mengadakan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian, terhadap regulasi peraturan perundang-undangan yang

mengalami perubahan;

3) Meningkatkan Mendidik dengan mengikutsertakan kursus-kursus yang

diadakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi maupun

Pusat;

4) Menginventarisir, mengevaluasai dan menindak lanjuti setiap laporan yang

masuk dari unit kerja terhadap disiplin PNS.



Target Renstra SKPO Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
SPM 1 Analisis

No. Indikator Standar IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Nasional (thn n- (thn n- (thn (thn n-2) (thn (thn n) (thn

2) 1) (thn n) n+l) n-l ) n+l)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Cakupan Pelayanan 100% 100%

Administrasi Perkantoran
2. Cakupan Pelayanan Sarana 100% 100%

dan Prasarana Aparatur
3. Terbangunnya Bandiklatda/CAT

90,00% 0,00%

4. Cakupan Peningkatan Oisiplin 100% 100%Aparatur
5. Tertib Laporan Capaian Kinerja 100% 100%dan Keuangan
6. Persentase SOM yang

memenuhi standar kompetensi 97,00% 94,39%
jabatan

7. Persentase tingkat Pendidikan
aparatur yang berpendidikan 67,85% 73,21%
Sl, S2, S3

8. Persentase Aparatur
Pemerintah yang sesuai dengan 80,00% 85,39%
kompetensinya.

9. Menurunnya kasus-kasus 3/1000 1,04/1000
pelanggaran disiplin PNS ASN ASN

10. Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian yang 100% 100%
tepat waktu

11.
Indeks kepuasan pegawai A Aterhadap layanan kepegawaian

12. Persentase updating data 95% 95,00%kepegawaian
13. Persentase PNS yang telah 82,00% 86,86%mengikuti diklat fungsional
14. Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber Oaya 100% 100%
Aparatur

15. Persentase PNS yang telah
mengikuti diklat teknis setiap 15,00% 75,00%
tahunnya.

16. Indeks Profesionalitas ASN Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang
17. Indeks Sistem Merit 0,53 0,56 0,61 0,56 0,61

18. Nilai Evaluasi SAKIP BKPSOM B BB BB BB BB

19. Indeks Profesionalitas ASN Rendah Rendah Sedang Rendah SedangBKPSOM
20. Persentase ASN yang 82 84 86 84 86memenuhi Syarat Kualifikasi
21. Persentase ASN yang 87 89 91 89 91memenuhi Syarat Kompetensi
22. Persentase ASN Berkinerja 100 100 100 100 100Baik
23. Persentase ASN yang tidak

terdapat hukuman pelanggaran 94 95 96 95 96
disiplin

24. Nilai Capaian Penerapan 212 224 244 224 244Sistem Merit (8 Aspek)
25. Persentase Tingkat Pelaporan 100 100 100 100 100Kinerja ASN
26. Persentase Keterisian Jabatan

93 94 95 94 95

27. Persentase Keterpenuhan 82 83 84 83 84FormasiASN
28. Rasio Pegawai Pendidikan

Tinggi dan Menengah 1 Oasar
83 84 85 84 85(%) (PNS tidak termasuk guru

dan tenaga kesehatan)

TabeI2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM

Kota Sungai Penuh



Dimana kesempatan mengikuti diklat tidak saja dipandang sebagai kewajiban

Pemerintah Daerah tetapi lebih jauh merupakan hak bagi seorang PNS.

Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis lantaran; (1) perlu

peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan

permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang,

(2) adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang

diberikan aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana,

Saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memiliki sarana dan prasarana
bandiklatda/CAT sehingga untuk proses pendidikan dan pengembangan

aparatur masih memanfaatkan sarana dan prasarana diluar daerah.

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran; (1) kemajuan

pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan

cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan

komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi

2. Peningkatan kerjasama dengan badan diklatfTerjadi perubahan kebijakan pusat

dalam pengelolaan kediklatan aparatur.

Keberadaan PTI dijadikan isu strategis lantaran ; (1) pegawai honor atau yang

lebih dikenal dengan istilah pegawai tidak tetap (PTI). Sebagai gantinya,

nantinya pegawai yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) akan memiliki status

baru, yakni pegawai pemerintah dengan perjaniian kerja (PPPK); (2) Jumlah

PTT lebih banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki; (3) Jumlah PTI yang

begitu banyak akan terus menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten.

1. Pembinaan dan pengembangan PTI (Pegawai Tidak TetapfTenaga Honorer).

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SKPD,

permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi BKD, capaian

terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan

peluang maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

2.3. Jsu - Jsu Penting Penyelengga.raan Tugas dan Fungsi BKPSDM

29. Rasio Pegawai Fungsional (%)
(PNS tidak termasuk guru dan 15 30 45 30 45
tenaga kesehatan)

30. Rasio Jabatan Fungsional
bersertifikat kompetensi (%)
(PNS tidak termasuk guru dan 100 100 100 100 100
tenaga kesehatan)

31. Persentase pegawai yang telah
memenuhi kompetensi sesuai
dengan persyaratan jabatan 87 89 91 89 91

32. Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan 20,10 20,20 20,30 20,20 20,30
pelatihan

33. Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan 5,00 5,25 5,50 5,25 5,50
pelatihan formal

34. Persentase pejabat ASN yang
mengikuti pendidikan dan 45,00 50,00 55,00 50,00 55,00
pelatihan struktural



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi keutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan

arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikattf yang

disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Rancangan awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan

dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota

Sungai Penuh dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta rencana

pencapaian tahun 2023. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian

yang dilakukan SKPD untuk menjawab dinamika yang terjadi, Penyesuian -

(2) perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak

dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai

melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).

4. Penerapan regulasi/Terjadi perubahan peraturan dalam pembinaan
kepegawaian.

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran; (1) Rancangan Undang

Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak Januari 2014 sudah diundangkan

menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada banyak perubahan aturan

kepegawaian, selain penambahan masa usia pensiun sebanyak dua tahun,

diantaranya ada juga penghapusan tenaga honorer menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). (2) tata kelola pemerintahan yang

baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, (3) pembinaan

karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan

regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik) dapat dicapai, (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah tentunya akan ada beberapa wewenang Pemerintah

Daerah yang menjadi wewenang Provinsi dan juga pusat.

5. Teknologi informasi kepegawaian menjadi kebutuhan yang sangat penting

didalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Terjadinya perubahan

kebijakan rekrutmen pegawai negeri sipil dari sistem UK (Lembar Jawaban

Komputer) menjadi system CAT (Computer Assisted Test).

6. Pemberdayaan PNS dalam jabatan, lebih dikembangkan pada jabatan

fungsional.

7. Tumpang tindih (missmatch) kebijakan antara lembaga dalam hal

pengembangan pegawai melalui pendidikan tugas belajar dan ijin belajar.

8. Belum kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi

bidangnya khususnya pelayanan publik.
9. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi

jabatan yang diduduki (mismatch), dan kinerjanya rendah (under performance).



penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi Kepala

Daerah dan kebiJakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh setelah melakukan

analisis terhadap rancangan awal RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan

isu/permasalahan terkini melakukan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap

beberapa program/kegiatan yang tercantum daIam rancangan awaI RKPD, yaitu

antara lain :
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4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah;

Kebijakan Provinsi yang terkait dengan agenda pembangunan nasional yang

signifikan terdapat pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam

dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun arah kebijakan yang ditempuh untuk agenda

tersebut meliputi :

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan

prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas

pelayanan pemerintah. Oengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja

Perangkat Oaerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada

masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus

pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas

pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai

Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1 : 30.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan

dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang

tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang

perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang

terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim

investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah

tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi

teknologi, politik dan keamanan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya Manusia selama tahun 2023 beserta

prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu

melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah

untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.



Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi,

dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam

beberapa tahun rn_endatang.Dengan demikian dalam peryataan tujuan harus diungkapkan

mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Peryataan tujuan bersifat lebih

nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada suatu periode tertentu misalnya

satu sampai lima tahun. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menyelaraskan program/kegiatan

yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta

arah kebijakan yang akan diambil. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota

Sungai Penuh maka dirumuskan kebijakan strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

3.2. Tujuan DanSasaran

1. Tujuan

3. Ikut sertanya seluruh pejabat struktural dalam Diklat Kepemimpinan sesuai dengan

jenjang jabatannya;

4. Ikut sertanya seluruh pejabat fungsional dalam Diklat Teknis dan Fungsional, sehingga
dapat melaksanakan tugas - tugas yang dihadapi dengan baik;

5. Terisinya formasi seluruh jabatan struktural dan fungsional sehingga urusan

pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar.

1. Tersedianya tenaga yang profesional dibidang kepegawaian yang dapat mengelola

Sistem Informasi Pegawai dengan baik, mengelola data kepegawaian dengan baik,

membuat data fisik Pegawai Negeri Sipil yang akurat, menyediakan data jumlah

pegawai yang tepat, mengelola kenaikan pangkat dan pensiun tepat pada waktunya
serta memberikan cuti dan penghargaan yang proporsional;

2. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan

cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan Pegawai Negen Sipi! itu

sendiri;

Disamping prioritas di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Sungai Penuh juga memiliki prioritas program diantaranya, yaitu:

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

terhadap kebijakan nasional dan provinsi dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan

calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dan seleksi sekolah kedinasan yang saat ini masih menjadi kewenangan dan

kebijakan dan pemerintah pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas dan
profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.



Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka harus didukung program dan

kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan kepegawaian pada tahun 2023. Namun

terdapat rumusan pagu indikatif program/kegiatan yang tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam aplikasi SIPD, yaitu pada program

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam hal menindaklanjuti kebijakan Walikota Sungai Penuh selama mengikuti

Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri bagi Bupati/Wakil

Bupati dan WalikotalWakil Walikota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,

yang dituangkan dalam Rencana Aksi Walikota Sungai Penuh berisi program dan

kegiatan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang berorientasi pada
pengembangan dimensi Kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan

kompetensi yang telah dilaksanakan, salah satunya dengan pelaksanaa diklat dikalangan

ASN. Salah satu langkah yang dianggap tepat dihubungkan dengan upaya peningkatan
Indeks Profesionalitas ASN Kota Sungai Penuh adalah dengan mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan salah satunya adalah Diklat PIM II dan Diklat PIM III (PKA)
disamping diklat-diklat lainnya.

3.3. Program Dan Kegiatan

Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran strategis BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM.

2. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur di BKPSDM.

3. Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN.

4. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam kebijakan menajemen ASN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

2. Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, akuntabel,

transparan dan mengayomi di BKPSDM.

b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di
BKPSDM.

c. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

d. Meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian.



Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian pagu

indikatif agar Rencana Aksi Walikota/Wakil Walikota yang berisi program dan kegiatan

terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat terwujud dan indeks Profesional ASN

naik.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Profesional ASN Kota Sungai Penuh semakin

menurun tajam di angka 59,0 dan 21,00 berada pada posisi rentang nilai sangat rendah

(sangat tidak profesional) yang di pengaruhi oleh beberapa faktor :

a. Pelaporan yang tidak terdokumentasikan dengan baik.

b. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang belum terorganisir dengan baik.

c. Pelaksanaan pendidikan pelatihan yang belum terintegrasi dengan Instansi yang

mempunyai tugas pokok dalam hal pengembangan SDM.
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Tabel2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

Berkaitan dengan isu - isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya Manusia Kota Sungai

Penuh tahun 2023, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya

dengan menyesuaikan kriteria teknis yang telah ditetapkan.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan

para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan

informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan

masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota). Untuk

tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang

merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun 2023

Penalaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Oaya Manusia menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari

masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan

dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya Manusia Kota Sungai

Penuh.

2.5. Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran tahun 2023, ada beberapa

kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran sesuai kebutuhan pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
Adapun kegiatan yang

Pada bagian bab ini menguraikan tentang rincian kegiatan yang diusulkan didalam

renja SKPD Tahun 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan telah berpedoman dan

sejalan dengan RPJMD Tahun 2021-2025. Pengusulan kegitan yang disampaikan telah

didukung oleh indikator dan target yang jelas dan terukur yang dapat mempermudah

dalam penganggaran. Jumlah anggaran belanja diluar belanja Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar Rp. 3.746.942.980,- dengan

perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.640.385.380,- dan total anggaran

belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar

Rp. 3.509.387.476,- dengan perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar

Rp. 3.512.031.663,- Sehingga total anggaran yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar

Rp. 7.256.330.456,- dengan perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar

Rp. 7.477.979.643,-. Semua anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun rincian kegitan dapat dilihat pada tabel

Rencana Kerja (SIPD) dan Rencana Kerja sesuai Permendagri Nomor 050 tahun 2021

yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SKPD
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4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD tahun 2023, 8adan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan

kegiatan.

3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Keria ini disusun dengan

mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah

diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan

Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

2. Unit - unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk

melaksanakan program - program/ Kegiatan Rencana Kerja 8adan Kepegawaian

Daerah dengan sebaik - baiknya;

1. Renja 8adan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023

tidak hanya memuat program, kegiatan - kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga

memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat Kerangka Kerja Tahunan 8adan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh. Keluaran

utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan

dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan
kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun kedepan. Dokumen Renja

SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber

pendanaannya. Kaidah - kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan 8adan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, yaitu :

_ _'__~~J"'_~~'
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2. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan data dukung dan analisis

kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan. Data dukung
menjadi penilaian utama Pemerintah dalam memberikan bantuan anggaran;

1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan. SDM, mengingat pentingnya
kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Badan Kepegawaian Kota Sungai

Penuh. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaran Kepegawaian

telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan
Pemerintah;

Adapun saran/tindak lanjut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dalam kaitan pelaksanaan Rencana Ke~a Badan Kepegawaian Kota

Sungai Penuh Tahun 2023 antara lain:

5. Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Sungai
Penuh yang diwujudkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh
yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026.
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